
 

 

PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BATU PADA SAAT 

PANDEMI COVID – 19 

 
 

SKRIPSI 
 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

 
 
 

OLEH: 
 

DEVI KUMALASARI 

2018110041 

 
 
 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI 

MALANG 

2022



 

 
 

ABSTRAK 
 

Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk melihat dampak 
pencerahan muatan mesin kendaraan terhadap konsistensi warga di Kota Batu 
semoga sukses dengan pandemi Covid-19. Eksplorasi ini adalah laporan kuantitatif 
yang diarahkan menggunakan strategi gambaran umum, yaitu pemeriksaan khusus 
yang mengambil contoh dari suatu populasi dan menggunakan survei sebagai 
instrumen pemilihan. informasi penting. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh penghuni kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Batu pada tahun 
2021. Dalam tinjauan ini, jumlah populasi adalah 14.771 unit kendaraan mekanik. 
Tes ujian yang dapat mengantarkan jumlah warga kendaraan mekanik di SAMSAT 
Kota Batu adalah 99, ditentukan dengan melihat resep slovin. Dilihat dari 
konsekuensi eksplorasi dan percakapan yang telah diungkapkan pada bagian 
sebelumnya, cenderung beralasan bahwa pencerahan muatan mesin kendaraan 
bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini mempengaruhi konsistensi 
warga di Samsat Kota Batu. 

 
Kata Kunci : Pemutihan Pajak, Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, 

Pandemi Covid – 19



 

 

 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

Menjelang akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia 

dihebohkan dengan apa yang disebut sebagai kasus pneumonia tanpa sebab 

yang jelas, dimana kasus tersebut bermula di kota Wuhan, China. China 

memikirkan tentang pneumonia pada 7 Januari 2020 saat ini satu lagi jenis 

Covid. Pernyataan "pemberitahuan tentang pengobatan pneumonia untuk alasan 

yang tidak jelas" telah diberikan oleh Komite Kesehatan Kota Wuhan. 

Penyebaran dan perkembangan kasus Virus Corona sangat cepat dan tersebar di 

berbagai negara termasuk Indonesia (Suhendri dkk, 2022). Karena banyaknya 

kasus di berbagai negara menyebabkan kemerosotan moneter di berbagai 

daerah, sehingga rencana belanja negara terasa tertekan dan berkurang jumlah 

terbesar. Virus corona berdampak signifikan terhadap perekonomian (Suhendri 

et al. 2022). Dampak yang terjadi di Indonesia praktis di semua bidang, salah 

satunya adalah bidang ketetapan pajak. Karena efek ini, banyak pengaturan 

telah dibuat oleh otoritas publik untuk mengelola efek yang terjadi selama 

pandemi Covid-19 sehingga semua daerah yang dapat meningkat lagi dan laju 

perkembangannya kembali pada apa yang dibutuhkan oleh otoritas publik 

(Risnaningsih, dkk, 2022). 

Dimana pengeluaran pendapatan signifikan meskipun ada pendapatan yang 

berbeda, khususnya pendapatan migas dan pendapatan non-beban. Retribusi 

sudah menyumbang 80 persen dari APBN. Otoritas publik secara konsisten 



 

 

berusaha untuk memperluas tujuan penerimaan negara dari daerah tugas.  

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup 

signifikan meskipun memiliki pendapatan yang berbeda-beda, baik pendapatan 

migas tertentu maupun pendapatan non-beban. Retribusi merupakan pemasukan 

terbesar bagi negara. Selama ini retribusi sudah menyumbang 70-80 persen dari 

APBN. Otoritas publik terus berupaya membangun tujuan penerimaan negara 

dari wilayah penilaian. Pekerjaan pungutan sebagai pendapatan asli daerah 

ternyata belum menjadi warga yang layak. Sejujurnya, kerukunan masyarakat 

menuju perbaikan bebas membutuhkan komitmen. Semakin besar tanggung 

jawab individu mengenai biaya dalam pelaksanaan kemajuan. Kesadaran akan 

kewajiban ini merupakan nilai utama yang sedang dikembangkan dan diyakini 

konsistensi muatan dapat dipahami. (Sari, dkk. 2015). 

Kebijakan Pemutihan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) umumnya 

disepakati mengingat keterbatasan moneter daerah setempat yang semakin 

menipis. Seperti diketahui, dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) harus ada pencegah yang pasti, misalnya angsuran retribusi kendaraan 

bermotor yang kemungkinan bea masuk dan persetujuan terhadap warga 

kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada warga negara yang 

terlambat membayar retribusi kendaraan bermotor berupa otorisasi manajerial 

berupa denda. Oleh karena itu, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor ini digunakan untuk menghilangkan. Angsuran retribusi kendaraan 

bermotor tidak terkena denda, masyarakat umum diharapkan membayar 

retribusi tepat waktu, mengingat kebutuhan anggaran pemerintah daerah 

terdekat untuk antisipasi dan penanganan wabah Covid-19 masih sangat tinggi. 

Pengecualian denda kendaraan bermotor adalah denda terhadap retribusi 



 

 

kendaraan bermotor atas keterlambatan atau tidak terbayarnya utang retribusi 

kendaraan bermotor yang terutang. 

Mengingat hal-hal di atas, para ahli akan melihat lebih dalam tentang 

kecerahan muatan mesin kendaraan, para ilmuwan menemukan dalam ulasan 

berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batu Pada Saat Pandemi Covid – 19”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
 

Melihat landasan di atas, maka sangat baik dapat direncanakan isu 

Bagaimana Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 

Kepatuhan Wajib Di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 
 

Sesuai dengan susunan masalah, justifikasi penjajakan ini untuk membedah 

Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19... 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 
 

Mengingat target di atas, eksplorasi ini seharusnya bermanfaat untuk 

pertemuan yang berbeda: 

1. Manfaat Teoritis 
 

Secara hipotesis, kelebihan kajian dalam makalah ini adalah dapat 

menjadi tulisan tambahan atau referensi dan tambahan informasi dan 

pengguna tentang ilmu keuangan, khususnya pembukuan. 

2. Manfaat Praktisi 
 

1) Manfaat bagi akademisi 
 

Bagi masyarakat yang mempercayai pemeriksaan tersebut dapat 



 

 

memberikan tambahan data dan informasi yang bermanfaat bagi 

pengguna sebagai sumber perspektif untuk kepentingan logis terkait 

dengan Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Selama Pandemi Covid-19. 

2) Manfaat bagi pemerintah 
 

Bagi otoritas publik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para pembuat strategi di Kota Batu dan dapat 

memberikan data yang asli terkait dengan Pengaruh Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu 

Selama Pandemi Covid-19. 

3) Manfaat Bagi Universitas 
 

Sebagai data dan referensi bagi mahasiswa Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi Malang khususnya mahasiswa Akuntansi berkonsentrasi 

pada program yang berpendapat bahwa perlu dilakukan kajian tambahan 

mengenai Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu Selama Masa Covid-19 pandemi. 
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